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[ SALINAN ]

BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

a. bahwa pendidikan hards mampu menjawab berbagai

tantangan sesual dengan tuntutan dan perubahan
kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena
itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana,
terarah, dan Dberkesinambungan untuk mewujudkan
pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutuy,
relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola,
akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan
dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan

bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan
merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah
Daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan
untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pendidikan
di Kabupaten Rokan Hilir;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuyna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten -
Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indénesia Nomor 4301);

|
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679j;

|

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan i Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Thaun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410); '

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578j);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tzhun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

dan
BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN :

|
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, maka yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hilir dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung jawab
terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,
yvang diselenggarakan di Kabupaten Rokan Hilir.
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Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai

dengan tujuan pendidikan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai,
dan kemampuan yang dikembangkan.

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan
tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikanformal
yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada
satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau
bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan
pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah
Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan
formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah
Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan
Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang
yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang,

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan bertaraf internasional adalah adalah pendidikan yang
diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikandan
diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pendidikan khusus, adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki
tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan
fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan
bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang
mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi
ekonomi,

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta
didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama
dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang
diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan
diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah
dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi,
ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
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Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal
vang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan
anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia
6 (enam) tahun. ‘

Kelompok bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal
yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan
bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4(empat) tahun.

Taman kanak-kanak, selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun.

Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi
anak berusia 4 (empat} tahun sampai dengan 6{enam) tahun.

Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar.

Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama
atau setara SD atau MI.

Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Ml,atau bentuk lain
yang sederajat atau ianjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara
SD atau Mi.

Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama atau setara SMP atau MTs.

Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk
satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada
jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajaryang diakui sama atau
setara SMP atau MTs

Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP,
MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setara SMP atau MTs.
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Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam
pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama
atau setara SMP atau MTs.

Sekolah Luar Biasa, selanjutnya disingkat SLB, adalah pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri

"atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB),Sekolah Dasar Luar Biasa
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(SDLB), Sekolah Menengah Pertama LuarBiasa (SMPLB), Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB).

Pusat kegiatan belajar masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKBM,
adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai
kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa
dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan
dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan
pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan
data kependidikan meliputi lembaga pendidikan,kurikulum, peserta didik,
tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan
kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat
yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku
yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan
tugas keprofesionalan.

Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang
relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus
dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan didaerah.

Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau
masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem
pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan
Jjenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan
tujuan pendidikan nasional.

Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan
Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal,
Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan
nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan
pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam
penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang
didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
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Pendidik adalah tenaga Lkependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang
sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan
pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan
pelatihan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri
dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan tertentu.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah pegawai tetap
yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil olehPemerintah atau Pemerintah
Daerah berdasarkan PeraturanPerundang-Undangan.

Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS, adalah pegawai
tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum
penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah

berdasarkan Perjanjian Kerja.

Wajib belgjar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh
warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan,

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali
peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli
pendidikan.

Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin
taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar
biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah(SD/MI), sekolah dasar
luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah
(SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah
menengah  atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah
kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah
atas luar biasa(SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI)
atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).

Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Rokan Hilir, penduduk luar
Kota Kabupaten, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Rokan
Hilir.

Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang
mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan
sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku
atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.

Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan
sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna
meningkatkan pengetahuan.

Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar
menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah
secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.



BAB 11
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab

" Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah :

a. pemerataan kesempatan pendidikan yang berkualitas;

b. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertagwa pada Allah Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani
rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis
serta bertanggungjawab;

c. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan
manajemen pendidikan bertumpu pada transparansi anggaran pendidikan
dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan
partisipasi masyarakat. '

Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara professional menjadi tanggung jawab
bersama Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi
pembangunan daerah dalam masyarakat mandiri dan sejahtera.

(3} Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan
sistem terbuka dan multi makna.

(4) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan
pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang
hayat.

(5) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya
lokal dan kebhinekaan.

(6) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan,
menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.

(7) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan
belajar bagi segenap warga masyarakat.

(8) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen
pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan
mutu pendidikan.

(9) Pendidikan diselenggarakan secara transparan, akuntabel, efisien dan
efektif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang
undangan.
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BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Warga Masyarakat
Pasal 5

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.

Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis
masyarakat.

Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan
mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
(Sekolah Luar biasa).

Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Warga masyarakat yané mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial
berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Warga masyarakat bherperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan,
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk
meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Pasal 6

Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.

Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk
kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Warga  masyarakat  Tberkewajiban menciptakan dan mendukung
terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar dilingkungannya.

Bagian Kedua
Orang Tua
Pasal 7

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan
memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(1)

(2}

(3)

(4)

Pasal 8

Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.

Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk
berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.

Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan
minatnya.

Orang tua berkewajiban' atas biaya untuk kelangsungan pendidikan
anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu
dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah
Daerah.



Bagian Ketiga
Masyarakat
Pasal 9

(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pembiayaan
pendidikan.

(3) Masyarakat berhak mendapat layanan pendidikan dasar gratis.

(4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Peserta Didik
Pasal 11

(1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan
agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

(2) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak
mendapatkan kesempatan program akselerasi.

(3) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, dan mengalami
hambatan sosial berhak mendapat pendidikan layanan khusus (sekolah luar
biasa).

(4) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan

pembelajaran dalam rangka pengembangan pr1bad1 sesuai dengan bakat,
minat, kecerdasan, dan kemampuannya.

(5) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu
membiayai pendidikan berhak mendapatkan bea siswa dan/atau bantuan
biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

(6) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.

(7) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatiuitan.

(8) Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan
satuan pendidikan lain yang setara.

(9) Ketentuan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat {3) diatur lebih
lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

(1) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk
menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta
kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang
bersangkutan.



(3) Setiap peserta didik berkewsjiban menyelesaikan program pendidikan sesuai
kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari batas waktu yang ditetapkan.

(4) Setiap peserta didik berkewajiban patuh, taat, menghormati, dan menghargai
pendidik dan tenaga kependidikan.

(5) Setiap peserta didik wajib berpakaian sopan dan rapi yang ditetapkan oleh
satuan pendidikan.

(6) Setiap peserta didik wajib mengikuti program. ektrakurikuler yang ditetapkan
satuan pendidikan.
(7) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati tata tertib sekolah.

(8) Setiap peserta didik berkewajiban melestarikan budaya bersih, sehat
berprestasi.

(9) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik
Pasal 13

Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur,
fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 14

(1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam melaksanakan tugas
berhak :

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan
kesejahteraan sosial,

b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugasdan prestasi
kerja;

¢. memperoleh perhndungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas
kekayaan intelektual,

d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran
untuk menunjang kelancaran tugasnya;

f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan
kelulusari, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai
dengan kaidah pendidikan, kode etik guru,dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan
tugas;

h.memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan
pendidikan;dan

1. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan
kualifikasi akademik dan kompetensi.

(2) Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran
termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran,;

b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;




(1)

(2)

c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi
secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni;

d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam
sekolah;

e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya
belajar;

f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis
kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang
keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta
nilai-nilai agama, dan etika;

h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan,

melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah

dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi

sekolah;

j. melaksanakan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) Jam per
minggu dan maksimal 40 (empat puluh) jam; dan

k. Berpakaian sopan, rapi dan tidak merokok selama berada di lingkungan
satuan pendidikan.

[
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Pasal 15

Konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain
yvang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dalam melaksanakan tugas berhak :

a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan
kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas
serta prestasi kerja;

b. memperoleh bantuan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah bagi tenaga honorer disatuan pendidikan
pada setiap jenjang pendidikan. '

. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik
pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga
pendidikan nonformal,

e. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan

memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama

tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.

o0
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Dalam melaksanakan tugas konselor, tutor, pamong belajar, instruktur,

fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya

berkewajiban:

a. menyusun rencana pembelgjaran;

b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kunkulum.
sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode
pembelajaran yang sesuai;

. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;

. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;

e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan

nonformal;

mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;dan

g. melaporkan kemajuan belajar.

o, 0

Ll



(1)

(2)

Tenaga Kependidikan
Pasal 16

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidik, penilik, pengawas,
peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, tenaga adminitrasi sekolah dan

teknis sumber belajar.

Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :

. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;

. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

. promosi karier ke jenjang lebih tinggi pada jabatan fungsional dan

structural.

e. memperoleh kesempatan untuk meningkatan kompetensi, kualifikasi, dan
sertifikasi penilik dalam jabatan.

f. memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi selama tidak
menganggu tugas dan kewajibannya.

g. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil
kekayaan intelektual; dan

h. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas
pendidikan urituk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

nogp

(3) Tenaga kependidikan berkewajiban :

a. melaksanakan supervisi akademik kepada pendidik pada setiap standart
kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran;

b. merekomendasikan kelayakan kepatutan untuk menjadi pengelola dan
tutor;

c. merekomendasikan penutupan PKBM, TBM, Paud dan lembaga kursus
yang tidak layak kepada Dinas Pendidikan,

d. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,
kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;

e. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu
pendidikan;

f. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan
kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

g. memberikan keteladan dan menciptakan budaya membaca dan budaya
belajar; dan

h. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemerintah Daerah
Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib :

a.

b.

C.

o,

mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi
penyelenggaraan pendidikan;

menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang
bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;

. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas)tahun;

menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga
tidak mampu dan anak terlantar;

pemberian bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta
didik; '

. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk

memperoleh pendidikan;



h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan
yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;

i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;

j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;

k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada
satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah,pemerintah daerah, dan
masyarakat;

1L menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus
untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;

m.memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;

n. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

o. menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta
menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam penyelengaraan pendidikan;dan

p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif
dalam penyelengaraan dan peningkatan mutu pendidikan,

BAB IV
PENYELENGGARA PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Kesatu
Umum,

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan pendidikan formal di daerah meliputi :
a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar; dan
c. pendidikan menengah.

(2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas :

a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini
jalur formal, pendidikan dasar dan menengah;dan

b. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini
jalur formal, pendidikan dasar dan menengah melalui badan hukum yang
berbentuk yayasan, perkumpulan, perhimpunan dan perguruan;

c. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,
profesi, vokasi, keagamaan dan khusus; dan

d. Penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan kegiatan upacara
di satuan pendidikan memuat lagu Indonesia Raya, himne dan mars
Rokan Hilir.

Bagian Kedua
Pengaturan Waktu Jam Masuk Sekolah Negeri dan Swasta
Pasal 19

(1) Dalam upaya menciptakan hubungan yang harmonis serta menjaga
keberlangsungan kegiatan belajar mengajar antara Sekolah dan Madrasah
Diniyah, perlu diatur ketentuan mengenai pengaturan waktu jam masuk
Sekolah.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan jam masuk sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(1)
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(1)

Bagian Ketiga
Pendidikan Anak Usia Dini
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 20

Pendidikan anak usia dini membina, menumbuhkan, dan mengembangkan
seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku
dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar
memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pendidikan anak usia dini bertujuan :

a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia beriman bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, berkeperibadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis,
kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab;

b. mengembangkan potensi kecerdasan spritual, intelektual, emosional,
kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam
lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan; dan

c. memberikan dan mengenalkan tentang daerah, meliputi sejarah, adat
istiadat, kesenian daerah, dan pembangunan daerah sehingga peserta
didik bangga dan mencintai daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengetahuan tentang daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diatur oleh Bupati.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan
Pasal 21

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan sebelum jenjang
pendidikan TK (Taman Kanak-kanak).

Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk TK, RA atau bentuk
lain yang sederajat.

Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal
meliputi kelompok bermain (KB), tempat penitipan anak (TPA}, atau bentuk
lain yang sederajat.

TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) memiliki program pembelajaran 1(satu) 2 (dua) tahun.

TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang
sederajat.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 22

Peserta anak usia dini (Paud), kelompok belajar (KB), tempat penitipan anak
(TPA) sederajat berusia 2 (dua) sampai dengan 4(empat) tahun.

Peserta didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat)
sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 23

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan
secara objektif, transparan, dan akuntabel.
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(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan
tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus
dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama
tertentu.

(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan
secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
pendidikan.

Pasal 24

Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari
satuan pendidikan anak usia dini lain.

Paragraf 4
Program Pembelajaran
Pasal 25

(1) Program pembelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD), Kelompok belajar
(KB), Tempat penitipan anak (TPA) berbentuk pendidikan keluarga atau
pendidikan  diselenggarakan oleh lingkungan, disesuaikan dengan
kebutuhan usia dan perkembangan anak.

(2) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat
dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI atau
bentuk lain yang sederajat.

(3) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat

dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokan menjadi :

a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia,

b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;

c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi sejarah, adat istiadat,
kesenian daerah dan pembangunan daerah;

d. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan
pengetahuan dan teknologi,

e. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan

f. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

(4) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dirancang dan diselenggarakan :

a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan mendorong kreatifitas
serta kemandirian;

b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak
serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;

c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minta, dan kemampuan
masing-masing anak; dan

d. dengan mengintegrasian kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan
stimulasi psikososial.

Bagian Keempat
Pendidikan Dasar
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 26

(1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan
keperibadian luhur;
b. menanamkan dan mengamalkan nilai~nilai kebangsaan dan cinta tanah air;



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

c¢. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan
dan kecakapan membeaca, menulis, dan berhitung;

d. memberikan dan mengenalkan nilai-nilai sejarah, adat istiadat, kesenian
daerah dan pembangunan daerah;

e. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan tekhnologi;

f. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni,

g. menumbuhkan minat pada olahraga, baik untuk kesehatan dan
kebugaran jasmani maupun prestasi;dan

h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan
pendidikan ke SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :

a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan,
akhlak mulia, dan keperibadian luhur yang telah dikenalinya;

b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan
dan cinta tanah air;

¢. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan tekhnologi;

d. memberikan dan mengenalkan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah
dan pembangunan daerah;

e. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi
serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

f. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk
kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup
mandiri dimasyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pengenalan sejarah, adat
istiadat, dan kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d
dan ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pendidikan dasar bertujan membangun landasan bagi berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manuasia yang :

a. beriman bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
berkeperibadian luhur;

b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif;

c. sehat, mandiri, percaya diri;

d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggungjawab; dan

e. bangga dan mencintai daerah.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan
Pasal 27

SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 {enam) tingkatan
kelas yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas
S (lima) dan kelas 6 (enam).

SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan
kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3
\ Penerimaan Peserta Didik
¥ Pasal 28

Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah
berusia 6 {(enam) tahun.



(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar
rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh
dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas
daya tampungnya.

SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara
berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta
didik sampai dengan batas daya tampungnya.

Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu} SD/MI atau bentuk lain yang
sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis,
dan berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 29

Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan
pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada
usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.

Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama,
maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon
peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka
peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 30

Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah
menyelesaikan pendidikan pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang
sederajat.

SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara
berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai
peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

Pasal 31

SD/MI atau bentuk lain yang sederjat dan SMP/MTs atau bentuk lain -
sederajat yang memiliki calon peserta didik melebihi daya tampung wajib
melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas.

Dinas wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 32

Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau
bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes
kelayakan.

Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah setelah Iulus
ujian kesetaraan Paket A.



(3)

(4)

(5)

- (7)

(1)

(7)

(8)

Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujub) setelah memenuhi

persyaratan :
a. lulus yjian kesetaraan Paket A; dan
b. lulus tes kelayakan.

Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat ke SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan lulus tes
kelayakan.

Y

Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di Negara lain dapat ke SMP,

MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan :

a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang
bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan

b. lulus tes kelayakan.

Peserta didik .pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau

standar pendidikan Negara lain dapat di terima di SMP, MTs, atau bentuk

lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah :

a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau

b. dapat menunjukkan jjazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa
yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang
memberikan kompetensi lulusan setara SD.

SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan
penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh
peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur
pendidikan lain.

Pasal 33

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara
objektif, transparan, dan akuntabel.

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa
diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang
untuk

melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan
secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
pendidikan.

Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan
pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan ada hasil ujian akhir sekolah
berstandar

nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (2) dan ayat (6).

Disamping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi

penerimaan peserta didik baru-di kelas 7 (tujuh).
Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari
satuan pendidikan dasar lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan
perpindahan peserta didik pendidikan dasar diatur lebih lanjut oleh
Peraturan Bupati.



Bagian Kelima
Pendidikan Menengah
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 34

{1} Pendidikan menegah umum berfungsi :

a.

b.

e.

f.

£.

meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan,
akhlak mulia, dan keperibadian luhur;
memngkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan

cinta tanah air;

¢. mempelajari ilmu ‘dan tekhnologi;
d.

memberikan, menghayati, dan mengamalkan nilai nilai sejarah, adat
istiadat, kesenian daerah dan hasil-hasil pembangunan daerah;
meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;

menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk
kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri dimasyarakat.

Pendidikan menegah kejuruan berfungsi :

a.

b.

C.

meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan,
akhlak mulia, dan keperibadian luhur;

meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan
cinta tanah air;

membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan
tekhnologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan
kebutuhan masyarakat,

. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai sejarah, adat

istiadat, kesenian daerah dan hasil-hasil pembangunan daerah;

. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengaprisiasi serta

mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk
kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri

di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan
tinggi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan
pembangunan daerah pada pendidikan menengah diatur lebih lanjut oleh
Peraturan Bupati.

Pas=al 35

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang :

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, dan
berkepribadian luhur;

b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;

¢. sehat, mandiri, dan percaya diri;

d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab;dan

e. bangga mencintai daerah.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan
Pasal 36

(1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk
lain yang sederajat.



(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh),
kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 {duabelas).

SMK dan MAK dapat atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 {sepuluh),
kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (duabelas), atau terdiri 4 (empat) tingkatan
kelas yaitu atas 3 {tiga) tungkatan kelas, yaitu kelas 10 {sepuluh), kelas 11
(sebelas), kelas 12 (duabelas), kelas 13 (tigabelas) sesuai dengan tuntutan

dunia kerja.
Pasal 37

Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk
program studi yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi
yang diberlakukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada
jenjang pendidikan tinggi.

Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas :

a. program studi yang dikembangkan sesuai Standar Pendidikan Nasional;

b. program studi keagamaan; dan
c. program studi lain yang diperlukan masyarakat.

Pasal 38

Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat berbentuk
bidang studi keahlian.

Setiap bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dapat terdiri atas 1
(satu) atau lebih program studi keahlian.

Setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas
1 {satu) atau lebih kompetensi keahlian.

Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri atas :
a. bidang studi keahlian tekhnolgi dan rekayasa;

b. bidang studi keahlian kesehatan,;

c. bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;

d. bidang studi keahlian tekhnologi informasi dan komunikasi;

e. bidang studi keahlian agrobisnis dan agrotekhnologi;

f. bidang studi keahlian bisnis dan manajemen; dan

g. bidang studi keahlian lain yang diperlukan masyarakat.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 39

Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat
harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, paket B, atau bentuk
lain yang sederajat.

Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMA, MA,
SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 {sepuluh)
setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.

Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SMA, MA,

SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh)

setelah :

a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan

b. lulus tes kelayakan dan bagi peserta didik yang beragama islam (muslim)
diwajibkan harus bisa membaca Al-quran.



(4)

(5)

(6)

(2)

(3)

(1)

Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau
standar pendidikan Negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK atau
bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh)setelah :

a. lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen 1a1n yang membuktikan bahwa

yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang
memberikan kompetensi lulusan setara SMP.

c. Lulus tes kelayakan dan bagi peserta didik yang beragama islam (muslim)
diwajibkan harus bisa membaca Al-quran.

Peserta didik pendidikan dasar setara SMA dan SMK di negara lain dapat

pindah ke SMA, MA, SMK MAK atau bentuk lain yang sederajat dengan

syarat :

a. menunjukkan ijjazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang
bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan

b. lulus tes kelayakan dan bagi peserta didik yang beragama islam (muslim)
diwajibkan harus bisa membaca Al-quran.

Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat
memberikan bantuan penyesuai anak ademik, sosial, dan/atau mental yang
diperlukan oleh peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain
atau jalur pendidikan lain.

Pasal 40

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menegah dilakukan
secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa
diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang
untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan
secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
pendidikan.

Seleksi penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh} pada satuan
pendidikan menengéh didasarkan pada hasil ujian nasional, kecuali bagi
peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ayat (4) dan
ayat (5).

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan
pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan
peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 41

Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke :

a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan yang lain;

b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
c. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimmaan peserta didik baru dan
perpindahan peserta didik pendidikan menengah diatur lebih lanjut oleh
Bupati.



(1)

(2)

(3)
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(5)

(7)
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(3)

BABYV
PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN
DAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Pasal 42

Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (duapuluh empat) jam tatap
muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin
pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan
pendidikan adalah paling sedikit 6 {enam) jam tatap muka dalam 1 (satu)
minggu, atau membimbing 40 (empat puluh} peserta didik bagi kepala satuan
pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.

Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala
satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka
dalam 1 (satu)minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik
bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan
konseling/konselor.

Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala
perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas)
jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala
laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling
sedikit 12(dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu
bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta
didik per-tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.

Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling
sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 {satu) minggu.

Pasal 43

Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang
bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun swasta sebagai
guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik.

Bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam
tatap muka dalam 1 {satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya.

Pemberian tugas mengajar pada satuan pendidikan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 (satu) diterbitkan oleh :

a. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota untuk
sekolah negeri;

b. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk Madrasah
Negeri;

c. Kepala satuan pendidikan atau penyelenggarasatuan pendidikan, sesuai
dengan kewenangannya, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan
oleh masyarakat.



(4)

(1)

(2)

(1)

(1)
(2)
(3)

Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas
kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor

Departemen Penyelenggara Satuan Pendidikan, dan penyelenggara
pendidikan mengenai kebutuhan guru pada satuan pendidikan, baik yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pasal 44

Sertifikasi dilaksanakan melalui :

a. penilaian portofolio;

b. pendidikan dan latihan profesi guru;

c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau
d. pendidikan profesi guru.

Pelaksanaan Sertifikasi berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan

Konsorsium Sertifikat Guru.
Pasal 45

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional
guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang
mendeskripsikan :

a. kualifikasi akademik;

b. pendidikan dan pelatihan;

c. pengalaman mengajar;

d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;

e. penilain dari atasan dan pengawas;

f. prestasi akademik;

g. karya pengembangan profesi,;

h. keikutsertaan dalam forum ilmiah;

1. pengalaman organisasi dibidang kependidikan dansosial; dan

j. penghargaan yang relevan dengan bidangpendidikan.

Portofolio bagi guru bimbingan dan konseling dan guruyang diangkat dalam
jabatan pengawas satuan pendidikan disesuaikan dengan bidang tugasnya.

Pasal 46

Sertifikasi melalui penilaian portofolio diperuntukkan bagi guru yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

Sertifikasi sebagaimana dimasud pada ayat (1) diikuti oleh guru dalam
jabatan yang :
a. memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV);
b. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atauD-IV apabila sudah :
1) mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun
sebagai guru; atau
2) mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit
kumulatif serta dengan golonganlV/a;
c. telah diangkat menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005,

Pasal 47
Guru dalam jabatan yang memilih sertifikasi melalui penilaian portofolio harus

mengikuti tes awal yang dikoordinasikan oleh konsorsium sertifikasi guru.

Guru dalam jabatan yang lulus da.lam tes awal harus menyerahkan
portofolio untuk penilaian.

Guru dalam jabatan yang tidak Iulus dalam tes awal harus mengikuti
pendidikan dan latihan profesi guru.



Pasal 48

(1) Guru dalam jabatan yang memenuhi syarat kelulusan akademik dan
administrasi penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik.

(2) Guru dalam jabatan yang belum memenuhi syarat kelulusan administrasi
penilaian portofolio dapat melengkapi administrasi portofolio.

(3) Guru dalam jabatan yang belum memenuhi syarat kelulusan akademik
penilaian portofolic mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru yang
diakhiri uji kompetensi.

Pasal 49

Sertifikasi melalui pendidikan dan latihan profesi guru diperuntukkan bagi

guru yang :

a. tidak memiliki kesiapan diri untuk penilaian portofolio;

b. tidak lulus penilaian portofolio; dan

c. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat
pendidik secara langsung.

Pasal 50

{1) Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan latihan profesi guru
mendapat sertifikat pendidik.

(2) Guru dalam jabatan yang tidak lulus pendidikan dan latihan profesi guru
diberi kesempatan mengulang uji kompetensi satu kali.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

(1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan satuan
pendidikan dan programpen didikan non formal.

(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi satuan pendidikan :
a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
b. kelompok belajar;
c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
d. Pendidikan Diniyah dan Mu’adalah; dan
e. Pendidikan anak usia dini jalur non formal.

(3} Penyelenggaraan program pendidikan non formal pada ayat (1) meliputi :
a. pendidikan kecakapan hidup;
b. pendidikan anak usia dini;
¢. pendidikan kepemudaan;
d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
e. pendidikan keaksaraan;
f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 52

Hasil pendidikan nonfotmal dapat dihargai setara dengan hasil program
pendidikan dasar.



Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 53

(1) Pendidikan nonformal berfungsi :
a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal
atau sebagai alternative pendidikan; dan
b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada
penguasaan pengetahuan dan  keterampilan fungsional, serta
pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka
mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan non formal bertujuan membentuk manusia yang memiliki
kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian
profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta
kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu,dan/atau melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
(3) Pendidikan non formal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan
untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan
Pasal 54

(1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan serta bentuk lain yang sejenis
menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk :

. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;

. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional,

mempersiapkan diri untuk bekerja;

. meningkatkan kompetensi vokasional;

mempersiapkan diri untuk bekerja mandiri;dan/atau

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebihtinggi.

(2} Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program :
a. pendidikan kecakapan hidup;
b. pendidikan kepemudaan;
c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
d. pendidikan keaksaraan;
e. pendidikan keterampilan kerja;
f. pendidikan kesetaraan; dan/atau
g. pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.
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(3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatthan kerja dan
pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan
pekerja.

(4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain
dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada peserta didik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5} Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji
kompetensi.



(6)

(2)

(1)

Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga
kursus dan lembaga pelatihan dapat mengkuti ujian kesetaraan hasil
belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian
kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempercleh ijazah sesuai

dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2
Kelompok Belajar
Pasal 55

Kelompok belajar dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan
pendidikan bagi warga masyarakat untuk : ‘
. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;

. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;

mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;

. mempersiapkan diri untuk bekerja mandiri;dan/atau

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Kelompok belajar dapat menyelesaikan program :

a. pendidikan keaksaraan,

b. pendidikan kesetaraan;

c. pendidikan kecakapan hidup;

d. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau

e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok
belajar dapat mengikuti ujian kesetaran hasil belajar dengan pendidikan
formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
belaku.

Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok
belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang
diikutinya.
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Paragraf 3
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Pasal 56

Pusat kegiatan belajar masyarakat serta bentuk lain yang sejenis dapat
menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk :

a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;

b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;

c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;

d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri;dan/atau

e. melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi.

Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program :
a. pendidikan anak usia dini;

b. pendidikan keaksaraan,

c. pendidikan kesetaraan;

d. pendidikan pemberdayaan perempuan;

. pendidikan kecakapan hidup;

. -pendidikan kepemudaan;

g. pendidikan keterampilan kerja;dan

h, pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat.

e
f.
g



(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), memprioritaskan pelayanan
pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Program Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal bertujuan :

a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berahlak mulia, berkepribadian Iluhur, sehat, berilmu, cakap, kritis,
kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab;dan

b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional,
estetis, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas
pertumbuhannya dalam linkungan bermain yang edukatif dan
menyenangkan.

Program Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal dirancang

dan diselenggarakan:

a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong
kreatifitas serta kemandirian; '

b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak
serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;

c. dengan mermperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan tiap-
tiap anak; dan

d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan
stimulasi psikososial.

Pengembangan program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non

formal sebagaimana dimaksud padaayat (4) didasarkan pada :

a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;

b. memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing
peserta didik;

c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya peserta didik;
dan

d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan non formal disesuaikan dengan
kebutuhan,usia, dan perkembangan anak.

Penyelenggaraan program Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non
formal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di
masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan pendidikan anak
usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Paragraf 3
Pendidikan Kepemudaan
Pasal 61

Pendidikan kepemudaan merupakan pendidikan yang diselenggarakan
untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.

Program pendidikan kepemudaan beffungsi mengembangkan potensi

pemuda dengan penekanan pada :

a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;

b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;

¢. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;

d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atauolahraga;
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e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan
kepeloporan; dan

f. peningkatan keterampilan vokasional.

Program pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan
kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun
sampai dengan 30 (tiga puluh} tahun.

Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau
sejenisnya yang diselenggarakan oleh :

a. organisasi keagamaan,
b. organisasi pemuda;
c. organisasi kepanduan /kepramukaan;
d. organisasi palang merah;
e. organisasi pencinta alam dan lingkungan hidup;
f. organisasi kewirausahaan;
g. organisasi masyarakat;
h. organisasi seni dan olahraga; dan
i. organisasi lain yang sejenis.
Paragraf 4
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
Pasal 62

Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk
meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Program  pendidikan pemberdayaan perempuan Dberfungsi untuk

meningkatkan Lkesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui :

a. peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlakmulia;

b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanahair;

c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;

d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahragsa;

e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan
kepeloporan, dan

f. peningkatan keterampilan vokasional.

Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan :

a. meningkatkan kedudukan, harkat. dan martabat perempuan;

b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan,
pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam
kehidupan; dan

c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang
melekat pada perempuan.

Paragraf 5
Pendidikan Keaksaraan
Pasal 63

Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang
buta aksara latin, agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung,
berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang
untuk aktualisasi potensi diri.

Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca
menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta
pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam
kehidupan sehari-hari.



